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Penanganan kasus membutuhkan pemahaman yang utuh
terhadap norma yang mendasarinya… 
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Introduction

• Sexual violence has a significant negative impact on the health of the
population. The potential reproductive and sexual health consequences 
are numerous – unwanted pregnancy, sexually transmitted infections 
(STIs), human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency 
syndrome (HIV/AIDS) and increased risk for adoption of adoption of 
risky sexual behaviours(e.g. early and increased sexual involvement, 
and exposure to older and multiple partners). 

• The mental health consequences of sexual violence can be just as
serious and long lasting. Victims of child sexual abuse, for example, are 
more likely to experience depression, substance abuse, post-traumatic 
stress disorder (PTSD) and suicide in later life than their non-abused 
counterparts. Worldwide child sexual abuse is a major cause of PTSD, 
accounting for an estimated 33% of cases in females and 21% of cases 
in males.
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World Health Organization. Guidelines for Medico-Legal Care For Victims of Sexual 
Violences. Geneva, 2003.
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Introduction

• Sexual violence can take many different forms; it is not limited to acts of 
non-consensual intercourse but includes a wide range of sexual 
behaviours, including attempts to obtain a sexual act, sexual harassment, 
coercion, trafficking for sexual exploitation and female genital mutilation. 

• The vast majority of victims of sexual violence are female and most 
perpetrators are male.

• In most cases of sexual assault, the perpetrator is someone the victim 
knows, and perhaps knows well, such as a current or former intimate 
partner, or a relative.

• Sexual assault is an aggressive act motivated by power and control.
• Sexual violence has both physical and psychological effects on health and 

well-being; these can be short- and/or long-term. The health 
consequences of, and the responses to, sexual violence vary markedly 
between individuals and according to the nature of the abuse (e.g.
frequency, severity, perpetrator).
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World Health Organization. Guidelines for Medico-Legal Care For Victims of Sexual 
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Bahan Hukum

• UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU 8/1981 Hukum Acara Pidana
• UU 23/2002 Perlindungan Anak
• UU 35/2014 Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Anak

• UU 13/2006 Perlindungan Saksi dan Korban
• UU 31/2014 Perubahan atas UU 13/2006 Perlindungan Saksi dan 

Korban
• UU 12/2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
• UU 1/2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Peraturan Daerah Kota Salatiga 6/2013 Penyelenggaraan Perlindungan 

terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 30/2021 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan 
Tinggi

• Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi 17/2022 Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek 
30/2021

• dst.DP3APPKB Kota Salatiga
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UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rasionalitas UU TPKS

• Hak mendapatkan pelindungan dari kekerasan
• Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

derajat martabat manusia
• Berlaku sejak diundangkan – 9 Mei 2022
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Pasal 2 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Asas Pengaturan TPKS

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
b. nondiskriminasi
c. Kepentingan terbaik bagi Korban
d. Keadilan
e. Kemanfaatan
f. Kepastian hukum
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Pasal 3 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan Substansi TPKS

a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban
c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual
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Pasal 4 ayat (1) UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pelecehan seksual nonfisik
b. Pelecehan seksual fisik
c. Pemaksaan kontrasepsi
d. Pemaksaan sterilisasi
e. Pemaksaan perkawinan
f. Penyiksaan seksual
g. Eksploitasi seksual
h. Perbudakan seksual
i. Kekerasan seksual berbasis elektronik
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Pasal 4 ayat (2) UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Perkosaan
b. Perbuatan cabul
c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau 

eksploitasi seksual terhadap Anak
d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak 

Korban
e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit 

memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
f. Pemaksaan pelacuran
g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi 

seksual
h. Kekerasaan seksual dalam lingkup rumah tangga
i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan 

TPKS
j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
DP3APPKB Kota Salatiga
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UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sistem Peradilan Pidana
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Penyidikan Penuntutan
Pemeriksaan 

(Sidang 
Pengadilan)

Mengacu pada hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain mendasarkan
pada UU 12/2022.

Persyaratan penyidik, penuntut umum dan hakim diatur secara khusus.
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Alat Bukti dalam UU TPKS

1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS:
a. Alat bukti menurut hukum acara pidana (keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa)
b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik
c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau 

sebagai hasil TPKS dan/atau benda atau barang yang berhubungan 
dengan tindak pidana tersebut

2) Alat bukti keterangan Saksi (hasil pemeriksaan terhadap Saksi 
dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman 
elektronik

3) Alat bukti surat
a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater
b. Rekam medis
c. Hasil pemeriksaan forensik
d. Hasil pemeriksaan rekening bank

DP3APPKB Kota Salatiga
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Pembuktian
1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terakdwa bersalah 

jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa 
benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, 
tanpa persetujuan terdakwa

3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang 
tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang 
lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak

Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan 
tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak
pidana tersebut;

b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang 
lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah
baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau

c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian
tindak pidana.

DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023 Pasal 25 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual
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Pasal 25 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pembuktian
4) Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum

yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang
Disabilitas.

5) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung
dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
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Pasal 26 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pendampingan Korban dan Saksi
• Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam 

proses peradilan.
• Pendamping Korban:
• Petugas LPSK
• Petugas UPTD PPA
• Tenaga kesehatan
• Psikolog
• Pekerja sosial
• Tenaga kesejahteraan sosial
• Psikiater
• Pendamping hukum (advokat dan paralegal)
• Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasi Masyarakat
• Pendamping lain

• Syarat Pendamping Korban:
• Memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif HAM dan 

sensitivitas gender
• Telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara TPKS

• Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban
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Pasal 27 dan 28 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pendampingan Korban dan Saksi
1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali

yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/ atau Pendamping.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/ 

atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara
yang sedang diperiksa.

Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan 
Saksi di setiap tingkat pemeriksaan.

DP3APPKB Kota Salatiga
25 September 2023



Next Page
Pasal 41 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kewajiban UPTD PPA
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Pasal 42 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelindungan Korban
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Hak Korban
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Hak Korban

Penanganan Pelindungan Pemulihan
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Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak di Pusat dan 
Daerah

DP3APPKB Kota Salatiga
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Pelibatan 
Pelayanan 
Terpadu

kesehatan

sosial

hukum 
dan HAM

luar 
negeri

pendidikan

agama

kepolisian

LPSK

Badan 
Pelindung
an Pekerja 

Migran 
Indonesia

institusi 
lainnya
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Pasal 27 dan 28 UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tugas UPTD PPA
a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, 

dan reintegrasi sosial; 
f. menyediakan layanan hukum;
g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga

Korban yang perlu dipenuhi segera;
i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; 
j. Mengoordinasikan dan bekerjas sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga

lainnya; dan
k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara 

peradilan.
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UU 12/2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kerja Sama 
UPTD PPA dalam 
pelaksanaan 
tugas dan 
fungsinya
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Dapat bekerja 
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“PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN - Proses 
Persidangan Perkara.” Diakses 22 September 
2023. https://www.pn-
kualakurun.go.id/index.php/tentang-
pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-
pidana/proses-persidangan-perkara.
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Ariani, Nevey Varida. “Implementasi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dalam Upaya
Melindungi Kepentingan Anak.” Jurnal Media 
Hukum 21, no. 1 (2014): 107–21.
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Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi 30/2021 Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan Seksual di 
Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi 17/2022 Pedoman Pelaksanaan 
Permendikbudristek 30/2021
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Petunjuk Umum

• Pemeriksaan pada kasus kekerasan seksual sebaiknya dilakukan di RS 
kecuali untuk daerah-daerah dengan akses yang sulit, sehingga
dikhawatirkan barang bukti yang melekat pada diri korban hilang maka
pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti dapat dilakukan di Puskesmas
oleh dokter yang telah terlatih/terorientasi. Tatalaksana awal pencegahan
kehamilan dan penularan IMS-HIV dapat dimulai di Puskesmas

• Tujuan: memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Algoritma Tatalaksana Pelayanan
Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual.” 2021.
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Identifikasi Penyintas/korban

Langkah 1:
Identifikasi waktu kejadian apakah penyintas/korban datang dalam 72 jam 
setelah kejadian atau lebih, sebelum memulai pemeriksaan hal-hal yang perlu
diperhatikan:
• Jaga privasi klien, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan agar seluruh

alat pemeriksaan (termasuk rape kit) telah tersedia dan tidak melakukan
anamnesis secara berulang-ulang

• Perhatikan prinsip umum penanganan penyintas/korban: responsif gender, 
non diskriminasi, hubungan setara dan menghormati, cepat dan sederhana, 
komunikasikan secara berhati-hati, dan apabila penyintas/korban berusia < 
18 tahun perhatikan hak-hak anak

• Berikan First Line Support

Langkah 2:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Algoritma Tatalaksana Pelayanan
Kesehatan bagi Korban Kekerasan Seksual.” 2021.
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Algoritma Tatalaksana Pelayanan
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Algoritma Tatalaksana Pelayanan
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Algoritma Tatalaksana Pelayanan
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Catatan Kritis
• Implikasi medis dari kekerasan seksual yang dialami 

oleh seseorang beragam, tubuh memiliki sistem 
untuk pertahanan mental diri dengan berbagai 
keterbatasan
• Setidak-tidaknya mari berperan untuk dapat 

memberikan support penanganan awal yang tidak 
“mengkaburkan” kebutuhan medikolegal selanjutnya
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Catatan Kritis
Penanganan kasus membutuhkan pemahaman yang 
utuh terhadap norma yang mendasarinya… 

Pengaturan pelaksanaan sebagai panduan teknis (level 
Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan walikota
dan/atau peraturan daerah) menjadi kebutuhan
penting dalam rangkaian upaya pencapaian tujuan
hukum…
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Terima Kasih!
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